SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR
PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang
Pelaksanaan Sistem Sakti, perlu menetapkan user
pejabat, operator dan administrator pengguna aplikasi
sistem aplikasi keuangan tingkat instansi,

b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  Kabupaten
Kepulauan Meranti tentang Penetapan User Pejabat,
Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem
Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Pada Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti
Tahun 2026;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
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2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6547);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
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Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6863);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
99) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21
Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
826);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021
tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1307)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
1063);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023
tentang Perencanaan Anggaran,
PelaksanaanAnggaran,serta Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran,

Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan



Menetapkan

KESATU

KEDUA

o &

Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 1082);

9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun
Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2025 Nomor 347);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1027 Tahun
2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran
Belanja Negara serta Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

11. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penunjukan Kuasa
Pengguna  Anggaran/Pengguna Barang dan/atau
Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna
Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten /Kota;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TENTANG PENETAPAN
USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR
PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN
TINGKAT INSTANSI PADA  SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
TAHUN 2026.

Menetapkan User Pejabat, Operator, dan Administrator
Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat
Instansi Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2026 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna
Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi
sebagaimana  dimaksud dalam Diktum KESATU
melaksanakan kewenangannya berdasarkan pada

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selatpanjang

pada tanggal 6 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Pit. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM  KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI

NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG
PENETAPAN USER PEJABAT,
OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR
PENGGUNA APLIKASI SISTEM
APLIKASI KEUANGAN TINGKAT
INSTANSI PADA SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
TAHUN 2026

DAFTAR NAMA USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR
PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2026

NAMA /NIP/PANGKAT/ JABATAN JABATAN

M GOLONGAN PERBENDAHARAAN

1 Bherry Tinanto

NIP. 199207242019031006 Validator Komitmen, Pembayaran

9. Onriza Putra

NIP. 199103042023211023 Admin, Operator | Operator Anggaran

Operator Pembayaran,
Operator Operator Komitmen,
Operator Komitmen

3. Adios Simanjuntak
NIP. 198110032024211006

4 | Yulanda Mayangsyari Operator Pembayaran,

NIP. 199107192020122016 o Operator Pelaporan

5 Rini Evitia Ningsih Operator Aset,
. Operator .
NIP. 199202222024212039 Operator Persediaan

6. Dede Pujiastuti

NIP. 199006282019032009 Validator | Validator Aset

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

Salinan sesuai dengan aslinya KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
K/'LB.UPATEN KEPULAUAN MERANTI
PIt epaly Subbagian Teknis Penyelenggaraan ttd.
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